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Abstrak : Tujuan dari skripsi ini adalah mengetahui cara mengetahui perencanaan pajak yang dilakukan 
oleh PT. Bukit Asam (Persero) Tbk. benar dan  telah sesuai dengan undang – undang perpajakan. Metode 
penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu mengumpulkan, menyusun data yang 
diperoleh. penelitian ini diharapkan mampu memberikan pedoman dalam pengambilan keputusan pada 
PT. Bukit Asam (Persero) Tbk. untuk lebih baik lagi dalam perencanaan pajak. dalam melakukan 
perencanaan pajak yang efektif sehingga dapat  meminimalkan beban pajak dan terdapat perbedaan beban 
pajak yang signifikan terhadap laporan rekonsiliasi fiskal 
 
Kata kunci :  
PPh Pasal 21, Laporan Rekonsiliasi Sebelum dan Setelah Perencanaan Pajak. 
 
Abstract: The purpose of this paper is to know how to determine tax planning undertaken by PT. Bukit 
Asam (Persero) Tbk. properly and in accordance with the law - tax law. Methods This study used a 
qualitative research approach is to collect, collate the data obtained.This study is expected to provide 
guidance in decision making at PT. Bukit Asam (Persero) Tbk. for better tax planning. the effective tax 
planning so as to minimize the tax burden and there are significant differences in the tax burden on fiscal 
reconciliation report. 
 
Key Words : tax income, Reconciliation Reports Before and After Tax Planning. 
 
1   PENDAHULUAN 
 
 Seiring dengan  berjalan 
perkembangan dalam suatu pemerintahan 
dan pembangunan nasional, maka 
pemerintah sebagai penyelenggaran 
pembangunan nasional yang berupaya 
mencari sumber dana yang cukup agar 
tercapai pembangunan nasional. Sektor 
perpajakan merupakan salah satu atau 
sebagian besar sumber penerimaan negara 
yang utama.Mengingat jumlah penduduk 
Indonesia yang cukup berpotensi untuk 
sumber penerimaan pajak. 
 
 Wajib Pajak harus memiliki 
pengetahuan luas tentang peraturan 
perpajakan yang berlaku dan dapat 
membuat perencanaan pajak yang benar 
dan dapat menghemat pajak, baik  dan 
efesien  sesuai peraturan perpajakan.  
Upaya yang dapat dilakukan 
perusahaan adalah dengan perencanaan 
pajak  yaitu upaya pemenuhan kewajiban, 
pengkoordinasian dan pengawasan 
mengenai perpajakan, sehingga beban 
yang harus ditanggung perusahaan dapat 
diminimalkan guna memperoleh laba dan 
likuiditas yang diharapkan, tanpa harus 
melanggar undang – undang yang berlaku   
 
PT. Bukit Asam (Persero) Tbk 
salah satu perusahaan yang bergerak di 
bidang pertambangan batu bara. 
Dimana perusahaan belum 
melaksanakan perencanaan pajak yang 
efektif dilihat dari adanya koreksi 
fiskal terutama koreksi positif dalam 
rekonsiliasi laporan laba rugi 
fiskalnya,sehingga pajak yang 
diharapkan masih banyak yang dapat 
dianalisa dan diefisienkan 
Berdasarkan uraian di atas maka 
penulis mengambil judul “Evaluasi 
Perencanaan Pajak  Untuk  
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Meminimalkan  Beban  Pajak  Pada  
PT. Bukit Asam (Persero) Tbk.”. 
 
 
2   LANDASAN TEORI 
 
2.1   Pengertian Pajak  
 
 Prof. Dr. Rochmat Soemitr, S.H 
,Pajak adalah iuran rakyat kepada kas 
Negara berdasarkan undang–undang (yang 
dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat 
jasa timbal balik (kontraprestasi) yang 
langsung dapat ditunjukkan, dan yang 
digunakan untuk membayar pengeluran 
umum”. 
 
Tujuan pajak adalah Pajak 
diperuntuhkan bagi pengeluran–
pengeluaran  pemerintah, yang bila dari 
pemasukkan masih terdapat surplus, 
digunakan untuk membiayai puclic 
investmen atau pembangunan. 
 
Pajak dapat pula mempunyai 
tujuan selain, budgeter, yaitu mengatur 
termasuk semua aspek kenegaraan dan 
kehidupan tertentu. 
 
2.1.2 Pajak Penghasilan 
 Resmi mendefinisikan,  
Pajak Penghasilan yaitu pajak yang 
dikenakan terhadap subjek  pajak 
atas penghasilan yang diterima atau 
diperolehnya dalam suatu  tahun 
pajak. 
 
2.1.2.1  Subjek dan Objek 
Pajak       serta Tarif 
Pajak 
Resmi, Subjek 
Pajak Pajak Penghasilan 
adalah segala sesuatu 
yang mempunyai potensi 
untuk memperoleh 
penghasilan dan menjadi 
sasaran untuk dikenakan 
Pajak Penghasilan. 
Resmi, Objek 
pajak merupakan segala 
sesuatu (barang, jasa, 
kegiatan, atau keadaan) 
yang dikenakan pajak 
 
  Tabel 2.1 
Tarif Penghasilan Kena pajak 
 
 
 
2.1.2.1.1Pajak 
Penghasilan          
Pasal 21  
 
Waluyo. PPh Pasal 21 
adalah pajak atas 
penghasilan berupa gaji, 
upah, honorarium , 
tunjangan, dan 
pembayaran lain dengan 
nama apapun  
sehubungan dengan 
pekerjaan atau jabatan, 
jasa, dan kegiatan yang 
dilakukan oleh orang 
pribadi subjek pajak 
dalam negri, 
sebagaiman dimaksud 
dalam Pasal 21 
Undang-Undang Pajak 
penghasilan 
 
        2.1.2.2  Biaya Fiskal dan Biaya Non 
Fiskal  
Lapisan Penghasilan Kena 
Pajak 
Tarif  
Pajak 
Sampai dengan Rp 50 juta 5% 
di atas Rp 50 juta s.d Rp 250 
juta 
15% 
di atas Rp 250 juta s.d Rp 500 
juta 
25% 
di atas Rp 500 juta 30% 
ISI DIBUAT  
DENGAN FONT = 11 pt 
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Biaya-biaya dapat 
digolongkan menjadi dua, 
yaitu biaya yang dapat 
dikurangkan dari 
penghasilan bruto (biaya 
fiskal / deductable expense) 
dan biaya yang tidak dapat 
dikurangkan dari 
penghasilan bruto (biaya 
non fiskal / non deductable 
expense). Sesuai dalam UU 
PPh Pasal 6. 
 
            2.1.2.3 Pajak Penghasilan Final  
PPh Final Pasal 4 
ayat (2) adalah pajak 
penghasilan yang berupa 
bunga deposito, tabungan, 
diskonto Sertifikat Bank 
Indonesia, hadiah undian, 
serta penghasilan yang 
berasal dari pengalihan 
hak atas tanah dan/atau 
banguna, persewaan tanah 
dan/atau bangunan, dan 
transaksi penjualan saham 
di bursa efek. 
 
            2.1.2.4 Kompensasi Kerugian 
   Penghasilan bruto 
setelah dikurangi dengan 
beban/biaya. didapat 
kerugian, maka kerugian 
tersebut dikompensasikan 
dengan penghasilan mulai 
tahun pajak berikutnya 
berturut hingga 5 tahun. 
 
2.1.2.5 Rekonsiliasi Lap  
Komersial dengan 
Laporan Fiskal 
  
  Laporan keuangan 
komersial disusun 
berdasarkan SAK 
(Standar Akuntansi 
Keuangan. 
 
           Laporan keuangan 
fiskal disusun 
berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan perpajakan 
 
2.1.3 Manajemen Pajak 
,  
Suandy, Manajemen pajak 
adalah sarana untuk memenuhi 
kewajiban perpajakan dengan benar 
tetapi jumlah pajak yang dibayar 
dapat ditekan serendah mungkin 
untuk memperoleh laba dan 
likuiditas yang diharapkan. 
  
     Tujuan manajemen pajak 
yaitu  menerapkan peraturan 
perpajakan dengan benar sebagai 
usaha efisiensi untuk mencapai 
laba dan likuiditas yang 
diharapkan. 
 
2.1.3.1 Perencanaan Pajak (Tax  
Planning) 
 
   Pengumpulan dan 
penelitian terhadap 
peraturan perpajakan, 
dengan maksud dapat 
diseleksi jenis tindakan 
penghematan pajak yang 
dilakukan. 
 
          2.1.3.2 Pelaksanaan Kewajiban   
Perpajakan  
       
       melaksanakan 
hasil perencanaan pajak 
sebaik mungkin dan harus 
dipastikan bahwa 
pelaksanaan kewajiban 
perpajakan telah 
memenuhi ketentuan 
peraturan perpajakan yang 
berlaku sejalan dengan 
tujuan manajemen pajak. 
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  2.1.3.3 Pengendalian Pajak (Tax 
Control) 
   
   Pengendalian 
pajak bertujuan untuk 
memastikan bahwa 
kewajiban pajak telah 
dilaksanakan sesuai 
dengan yang telah 
direncanakan dan telah 
memenuhi persyaratan 
secara formal dan 
material. 
 
2.1.4  Motivasi Dilakukan Perencanaan 
Pajak 
  
1. Kebijakan Perpajakan (Tax 
Policy 
2. Undang-undang Perpajakan 
(Tax Law) 
3. Administrasi Perpajakan (Tax 
Implementation       
 
2.1.5 Tahap Perencanaan Pajak 
 
1. Menganalisa informasi yang 
ada 
2. Membuat satu model atau 
lebih rencana besarnya 
pajak 
3. Evaluasi atas perencaaan 
pajak 
4. Mencari kelemahan dan 
kemudian memperbaiki 
kembali rencana pajak 
5. Memutakhirkan rencana 
pajak 
 
2.1.6 Perencanaan Pajak untuk  
Meminimalkan Beban Pajak 
 
1. Pemilihan alternatif dasar 
pembukuan, basis kas atau 
basis akrual. 
2. Pengelilohan transaksi yang 
berhubungan dengan 
pemberian kesejahteraan 
karyawan. 
3. Pemilihan metode penilaian 
persediaan.  
4. Pemilihan sumber dana 
dalam pengadaan asset tetap. 
5. Pemiliha metode penyusutan 
aset tetap dan amortisasi aset 
tidak berwujud. 
6. Transaksi yang berkaitan 
dengan pemungutan pajak 
(withholding tax). 
7. Optimilasasi pengkreditan 
pajak yang telah dibayar. 
8. Permohonan penurunan 
pembayaran angsuran masa 
(PPh Pasal  5 bulanan. 
 
3 METODE PENELITIAN 
 
3.1  Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian deskriptif dan kualitatif  
yang akan memberikan gambaran 
mengenai evaluasi perencanaan pajak 
pada PT Bukit Asam (Persero) telah 
sesuai dengan peraturan undang – 
undang perpajakan yang berlaku. 
 
3.2 Subjek/Objek Penelitian 
 
 Objek dalam penelitian ini yang 
menjadi objek penelitian adalah PT. 
Bukit Asam (Persero) Tbk Palembang 
yang berlokasi di Jl. Dermaga 
kertapati Palembang. Subjek 
penelitian adalah untuk mengetahui 
perencanaan pajak telah efektif dan 
efesien. 
 
 Subjek penelitian yang digunakan 
peneliti dalam penelitian ini adalah 
Perencanaan Pajak yang khususnya 
pada PPh pasal 21 dan PPh Badan.  
Sedangkan Subjek penelitian adalah 
PT. Bukit Asam (Persero) Tbk. 
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3.3 Pemilihan Informan Kunci 
 penelitian deskriptif dengan 
analisa kualitatif sehingga untuk 
memperoleh data secara jelas, akurat, dan 
terpercaya hanya bisa diperoleh melalui 
informan, yang menjadi informan kunci 
dalam penelitian ini adalah karyawan 
bagian keuangan dan perpajakan. 
 
3.4 Jenis Data 
 Data yang digunakan dalam 
penelitian ini bersumber dari kedua 
sumber diatas, data sekunder yang 
diperoleh dari laporan keuangan PT. 
Bukit Asam (Persero) Tbk. dan 
literatur-literatur yang berhubungan 
dengn objek penelitian yang sudah 
diolah dan terdokumentasi misalnya: 
struktur organisasi, neraca, laporan 
laba- rugi, laporan rekonsiliasi fiskal. 
 
3.5  Pengumpulan Data 
 
Dalam pengumpulan data ini 
penulis menggunakan metode 
dokumentasi pada data yang terkait 
dengan perencanaan pajak  maupun 
penyajian Laporan keuangan seperti 
neraca dan laba rugi 
. 
3.6 Teknik Analisis Data 
 
 Teknik analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis kualitatif yaitu penulis 
melakukan pengumpulan data, 
mengelola data, menganalisis data, 
dan kemudian mengambil 
kesimpulan. 
 
 
4 HASIL PENELITIAN DAN      
PEMBAHASAN 
 
4.1 Hasil Penelitian 
 
1. Laporan keuangan ini disusun 
dengan   dasar harga perolehan, 
kecuali asset dan liabilitas 
keuangan, yang diukur pada nilai 
wajar melalui laporan laba-
rugi.Laporan keuangan dinyatakan 
dalam Rupiah dan disusun 
disesuaikan dengan Pernyataan 
Standar Akuntansi Keuangan  
PSAK No. 4 (Revisi 
2009).Laporan keuangan disusun 
dengan menggunakan dasar 
akrual.  
 
2. Aset tetap diakui sebesar harga 
perolehan setelah dikurangi 
akumulasi penyusutan. 
 
3. Beban pajak untuk suatu periode 
terdiri dari pajak kini dan pajak 
tangguhan. Biaya pajak diakui 
dalam laporan laba-rugi, kecuali 
jika pajak itu berkaitan dengan 
kejadian atau transaksi yang 
dicatat kedalam laba komprehensif 
lain-lain atau langsung ke ekuitas. 
 
4. Laporan Keuangan PT. Bukit 
asam (persero) Tbk. 
 
4.2 Pembahasan  
1. Evaluasi Perencanaan Pajak 
Penghasilan PPh Pasal 21 
 
Dalam perhitungan PPh Pasal 
21 sudah dilakukan   dengan 
sistem mendekati yang 
seharusnya. Angka yang 
dilaporkan pada akhir tahun 
tersebut dinilai terlalu besar karena 
seharusnya relative kecil. Hal ini 
mengindikasikan bahwa 
perusahaan belum maksimal 
dalam pelaksanaan dan 
perencanaan PPh Pasal 21 atas 
karyawannya. 
 
Perhitungan PPh Pasal 21 
dapat dilakukan dengan 4 
alternatif yaitu: 
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a. PPh Pasal 21 Ditanggung 
Pegawai 
b. PPh Pasal 21 Ditanggung 
Pemberi Kerja 
c. PPh Pasal 21 Bentuk diberi 
dalam Tunjangan    Pajak 
d. PPh Pasal 21 di Gross up 
 
Tabel 4.6  
Perbandingan Biaya Komersial dan Biaya Fiskal 
 
Keterangan Ditanggung 
Pegawai 
Ditanggung 
Perusahaan 
Diberikan 
Tunjangan 
Pajak 
Di Gross up 
Biaya Komersial 
: 
Penghasilan 
Bruto 
 
77.214.600 
 
77.214.600 
 
79.009.790 
 
82.267.765 
Jumlah 77.214.600 77.214.600 79.009.790 82.267.765 
Biaya Komersial 
: 
Biaya Fiskal 
Ditambah : 
1. Iuran 
JHT 
(3,7%) 
2. PPh 
Pasal 21 
 
 
77.214.600 
 
 
1.998.000 
            - 
 
77.214.600 
 
 
1.998.000 
3.045.190 
 
79.009.790 
 
1.998.000 
     - 
 
82.267.765 
 
 
1.998.000 
             - 
Jumlah  79.212.600 81.210.600 81.007.790 84.265.765 
Selisih Biaya 
Fisakal dan 
Biaya Komersial 
1.998.000 
 
3.996.000 1.998.000 
 
1.998.000 
 
 
Dari perbandingan kempat 
alternative diatas adlah yang 
paling  baik Metode Gross up, 
karena gaji karyawan di bawa 
pulang setahun merupakan 
sejumlah Rp 82.267.765,- . Di 
laporan fiskal perusahaan dapat 
menanggung selisih anatara 
biaya komersial dan biaya fiskal 
sebesar Rp 1.998.000,-. Hala ini 
dapat menghemat PPh Pasal 21 
karyawan tersebut. Biaya fiskal 
ini akan berdampak  pada laba 
sebelum pajak yang akan 
menjadi lebih kecil dan PPh 
Badan yang terutang akan lebih 
kecil. 
 
2. Evaluasi Perencanaan Pajak 
Penghasilan PPh Badan 
 
Dengan melakukan 
rekonsiliasi fiskal sebelum dan 
setelah perencanaan pajak, dapat 
terlihat perbedaan antara laba 
sebelum pajak yang dihasilkan, 
maka dengan melakukan 
perencanaan pajak yang efektif, 
laba sebelum pajak dapat 
diminimalkan. Itu dapat dari dari 
laporan komersial dan laporan 
fiskal dengan adanya koreksi 
fiskal baik positif maupun negatif 
yang  yang dapat menambah atau 
mengurangi beban pajak.  
 
Perbandingan sebelum dan 
setelah perencanaan pajak sebagai 
berikut:  
 
Sebelum Perencanaan Pajak Setelah Perencanaan Pajak 
Laba 
Bersih  
Rp 1.896.526.000.000 Laba Bersih  Rp 1.613.604.000.000  
 
PPh 
Badan  
Rp   474..23.962.498 PPh Badan  Rp    403.309.504.844  
 
Laba 
Setelah 
pajak 
Rp 1.422.502.037.502  
 
Laba Setelah 
pajak 
Rp  1.210.294.495.156  
 
 
Selisih 
  
Rp. 212.207.542.346 
 
 
Penghematan (%) 
 
8,5 
 
 
Dari evaluasi terhadap PPh 
Badan ditemukan beberapa 
koreksi positif dankoreksi negatif 
dalam rekonsiliasi fiskal 
perusahaan, antara lain : 
1. PPh Pasal 21 
PT. Bukit Asam 
(Persero) Tbk. 
melakukan koreksi fiskal 
positif atas PPh Pasal 21 
sebesar Rp50.596.000,- 
karena perusahaan 
menaggung PPh Pasal 21 
karyawannya. 
2. Biaya Penyusutan Aktiva 
Tetap Perusahaan 
melakukan             
koreksi negatif sebesar 
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Rp 7.775.000.000.- atas 
kesalahan pencatatan 
dalam melakukan 
perhitungan biaya 
penyusutan aktiva tetap 
3. Sumbangan  
Sesuai dengan UU 
PPh Pasal  9, sumbangan 
dalam bentuk apapun, 
baik itu sumbangan 
pegawai maupun 
sumbangan lainnya tidak 
dapat dijadikan sebagai 
pengurang penghasilan 
bruto. 
Atas dasar ini, maka 
perusahaan harus 
melakukan koreksi 
positif atas sumbangan 
pegawai seluruhnya 
sebesar Rp. 
83.550.000.000.- 
 
4. Beban Lain – lain 
Biaya lain-lain 
dapat diakui sebagai 
biaya perusahaan bila  
didukung dengan bukti 
yang kuat berupa daftar 
nominatif. PT. BUKIT 
ASAM (PERSERO) 
Tbk. akan terkena resiko 
koreksi positif atas biaya 
lain-lain sebesar Rp 
32.250.000.000,- bila 
tidak dilengkapi dengan 
bukti pendukung yang 
jelas. 
 
5. Laba/Rugi  Anak 
Perusahaan 
Laba/Rugi anak 
perusahaan pada tahun 
2011 didapati kerugian 
atas penjualan aktiva 
sebesar Rp 
7.746.000.000,-.Oleh 
karena itu perusahaan 
memang perlu 
melakukan koreksi 
negatif atas kerugian 
anak perusahaan 
tersebut. 
6. (Kerugian) Selisih Kurs 
Bersih 
Laba/Rugi selisih 
kurs bersih Pada tahun 
2011 didapati kerugian 
atas penjualan aktiva 
sebesar Rp 
24.615.000.000,-. Oleh 
karena itu perusahaan 
memang perlu 
melakukan koreksi 
negatif atas kerugian 
anak perusahaan 
tersebut. 
 
7. (Kerugian)/ Keuntungan 
yang Belum 
Direalisasikan 
Atas dasar 
perbedaan pengakuan ini, 
perusahaan memang 
perlu melakukan koreksi 
negatif  untuk kerugian 
investasi yang belum 
direalisasi sebesar Rp 
2.205.000.000,- . 
 
3. PT. Bukit Asam (Persero) Tbk. 
Dapat Menjadi Pedoman dalam 
Pengambilan Keputusan 
Manajemen atas Perencanaan 
Pajak untuk Meminimalkan 
Beban Pajak 
 
Setelah berjalan penelitian 
ini PT. BUKIT ASAM 
(PERSORO) Tbk. belum 
melakukan perencanaan pajak  
yang yang dapat meminimalkan 
beban pajak. Sehingga pajak yang 
ditanggung  perusahaan relatif  
besar. Jika perencanaan pajak 
dilakukan sesuai perundang –
undangan perpajakan dapat 
memperkecil beban pajak. 
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4.  Dengan dilakukannya 
perencanaan pajak dengan  
koreksi fiskal yang dapat 
menambah beban pajak dan  laba 
bersih sebelum pajak menjadi 
lebih kecil. Hal ini mempengaruhi 
pembayaran pajak  dari yang 
sebelumnya Rp 
474.023.962.498,- menjadi Rp 
403.309.504.844,- dengan 
persentase penghematan 8,5%. 
 
 
5. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan  
 
PT. BUKIT ASAM (PERSERO) 
Tbk. belum melakukan 
perencanaan pajak yang efektif 
yang sesuai dengan peraturan 
perundang – undangan perpajakan 
yang berlaku. Dengan Melalui 
perencanaan pajak PT. BUKIT 
ASAM (PERSERO) Tbk. dapat 
menghemat pajak beban pajak 
penghasilan sebesar 8,5%. Hal ini 
karena ada koreksi dari 
perkiraanbiaya yang mengalami 
koreksi fiskal dan menggati biaya 
yang dikenaikanmenurut pajak 
 
5.2 Saran 
 
PT. BUKIT ASAM (PERSERO) 
Tbk. harus cermat dalam 
melaksanakan perencanaan pajak 
penghasilan badannya. Dengan 
melakukan perencanaan dapat 
mengurangi penghasilan bruto. 
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